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Abstrak
 

Salah satu instrumen keuangan yang tengah berkembang di Indonesia adalah Kontrak Investasi Kolektif

Efek Beragun Aset (KIK-EBA). KIK-EBA merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank

Kustodian, yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk

mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan

kolektif. Salah satu bentuk aset yang dijadikan agunan dalam KIK-EBA adalah benda tidak bergerak yang

diatur ke dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang mensyaratkan adanya pendaftaran oleh kreditur

baru. Namun, dalam penerbitan KIKEBA perlu diketahui prosedur yang perlu dilakukan oleh para investor

untuk pengalihan aset dan keabsahannya. Selain permasalahan mengenai aspek jaminan hak kebendaan,

terdapat permasalahan hukum lain yang berkaitan dengan kepailitan. Masalah ini timbul ketika seseorang

atau suatu badan hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan. Ketika terjadi permohonan kepailitan terhadap

kreditur awal, yang berbentuk suatu perusahaan, perlu diketahui pemilik sah dari aset tersebut.

Tesis ini membahas mengenai kedudukan hukum pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif

Efek Beragun Aset, akibat hukum apabila kreditur dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset

dinyatakan pailit, dan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor Kontrak

Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang disekuritisasi akibat adanya kepailitan.

Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada

normanorma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang bersifat penelitian deskriptif

dan dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang

ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana, maupun doktrin hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa selama transaksi tersebut bukan merupakan

transaksi jual putus (jual lepas menurut RUU Sekuritisasi) dan hak recourse maupun hak membeli kembali

masih melekat, maka secara yuridis dapat dikategorikan sebagai penjualan aset keuangan dalam rangka

secured financing. Ini berarti status hak kepemilikan atas aset keuangan tersebut tidak beralih kepada PUK

KIK-EBA dan masih merupakan milik daripada kreditur awal, sehingga apabila terjadi kepailitan atas

kreditur awal, aset keuangan tersebut merupakan boedel pailit.

<hr><i>One of the financial instruments that has been developing in Indonesia is Contract Investmen

Collective Asset Backed Securities (CIC-ABS). CIC-ABS in the form of contractual documents between the

Investment Manager and Custodian Bank that is binding to the unit holders, that authorizes the Investment

Manager to manage the collective investment portfolio and the Custodian Bank to perform such collective

custody. One form of assets used as collateral in the CIC-ABS is not moving objects which is setted to the

Mortgage Act and requires registration by the new creditor. However, in order to publish CIC-ABS, the

procedure about asset's allignment and legality that must be done should be known by the investor. In

addition to guarantee of property rights matter, there is another problem that is related to bankruptcy. This
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problem appears when someone or a corporation is claimed bankrupt by the court. When appears a request

of bankruptcy againsts originator in the form of a company, it is importatnt to know the legal owner of the

asset.

Accordingly, this research contends a theoritical matter regarding the legal effect of Participation Unit

Owners capacity in relation to the bankrupt originator on the contract, along with its legal protection to the

securitized CIC investors by the effect of bankruptcy.

The method of the research is legalistic which refers to descriptive acts and regulations with a conceptual

approach based on legal doctrines and principles of the scholars.

The research finding result the legal effect of financial assets sold by the originator to CIC-ABS, as long as

the disposed transaction (according to Securitization Arrangement Act), resource rights, and rebuy rights are

still enclosed, would be juridically categorized as financial asset sales on secured financing. That means the

proof of ownership is intransferable and still officially owned by the Originator, so that if the bankruptcy

occurs in the side of the financial asset originator, it should be considered as the bankrupt estate (failliete

boedel).</i>


